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Abstruk

Dbtk vencana pembentukan pengadilan pertanalan, paling tidek ferdapat fign argumeniasi pokok
vang melandasi (de pembenndan pengadilan thusus di bidang pertanalan wersebus, vakni @ Perfama,
pengakuan pembuat onsep RUL Pervanakan terhadap komplebsitay senpketa perfanahon, Kedun, fde
pembenndkan pengadilan agravia bevmaksud menfiplak elsistensi pengodilan landveform pada tahin
ofl-cn. Kelfva, Pengadilan pevianahan dibenink korena pergadidan vang ado tdok dapat mremberikon
rava keaditan kepada masvarakat olek kaveng i pengadifan perianahan haruy bereda ol awal
Ningkungan pevadifan wmmm, Mencermaly betiea pakok argnmrentasd vareg ferinong dalom Neskok
Akademik dan draft RUU Perfanahon, maka sgiumboh  perfanyaan patur dlalamatkan  kepada
penggagas pengadifan pertanafar korena terdapat cejumiah kefemahan mendasar f defamnyva.
Penlis  memperkivakon  Kelemahon  tersebt beesinber davl Berangave pemetoan persoalon
pertanahan dart penggagas pengaditon pertanahan ita sendivi. ermosuk Rurangnva penguasdan
sixters hekum vamy menoungd gistem pemvelesalon vengketa  pertanohon. Kelemphon  tersebut
mrevefleksikan kedanghalan dale dan analisis (hanality of aralvsis ard dala) selingea Hdak mampn
menanghap Nk-nk elementel betevkaitan aspek novmatil ofem dengan sirukine kefembagaan serta
aspek  sosrafmpea. Akibatnvae of Beberapa Bagiaon Naskeh Akadentd RUT Pervonohan  terdapat
penarikan kesimpulon yang dipgksakar ot melompat (jumpling to conclusion), Akfirme, solusi-
sofust masalah pertanghon vang ditawarkan teviihat kontradiktyl dengon kebwtulan yang paling
mendasar df hideng pembarian agraria don usaha pemberdavaan fembage peradilan, bhususma
fembaga peradilan administrasi.

Kate Kunei @ RUU Pertnahan, Peagaditan Pertanahan, Peradifan Administiasi

Abstract
There are al feaxst three basic argument behingd the idea of settfement of the special fand dispute cour,
ninmely © fivse. the recognizing of the fand bill drafrer of the complexity of the land disputes. Second,
rhe fdea of seffement of special Tand dispaete cour? 5 imfended oo restore the previons spectal comrd
{Lencdrefinm Courrd dn the sixtfes eva. Threee, the speclal lomd dispute court of fand ix hasically
intended fo vepaie the malfimcion of present cowrt tn settlenrent of the land disputes. Bt the academic
draft and Wil of lond pives some guestions about the know-how fomd dispetes of the hill s drafier, it
proposes et this geodese deafli amd T of Toud dovs oy feke @ safffciestly deep asvesspent, The
author assumes that the flows of academic draft is relating fo the lack of legal problem mapping in
el elisprites, ineduding the basic unwdedee of fegal svstem (e lond divppetes, Thix sitmation reflecs
the banality of date and fegal situation analysis witich affects: the misconception of the clemental
mterconection of legal normative with the sirciure of social aspect be gumpding to conclusion and
Jfavced conclusion. Finally, some solution which is proposed in this bill of land is digmetrically

* Hakam Pengodilon Tato Usahw Negam Serang. Secara khusus, tuhsan il dimoksudkon untuk memenubi
kewajiban publikasi wlizan terakhir dalom program Beasiswa vang penulis terimn dard Eementerian Pendidikan
dan Kebudovsan Bl selama mengikun studi magister hukom df Universites Indonesia {Desember 2001 s/
Jamunr 2M004).
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opposed with the bosic reed of agrarion reforms and  judiciol empowerment. profect, especially
aulminisivative conet
Kevwards - Bill of Tand, Land Court, Administrative Courd

A, Beberapa Kelemahan lde Pembentukan Pengadilan Pertanahan

ide pembenfukan pengadiian perianaban‘agraria ietah berkembang sejak lama. Naman,
pendekaton  ving  dipunskan oleh  pembuat undanpg-undang dalaom menyeléesmkan  permuasakihon
pertanahin misih menggunakan pola pendekatan sles approack dan agencles approach, Artiny
unfuk menyelesaikan permusalshan selalu ditkut dengan pembentukan lembaga atan peraturan baru
Digngan membentuk lembaga baru berarti negara hamis menanggung biayva yang besar, penyediaan
infrastruktur, komsolidase, sosialisesi dsb. Yoang menjadi pertanvaan adelah bagpnimana jaminan
efektifitas peradilan perianahan terschut kelak?. Apakah jika peradilan pertanahan kelak dianggap tidak
ekl Tontes akon dilikuidas: dan dibentuk peradilan ainnyve 7 Apakah sistem penvelesman sengketa
vang ada sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga solusi salu-satunya hanyalah dengan membentuk
pengadilen pertanakun,

Dalam RUU Penmanahan, ide pembentukan pertanahan dimmangkan secara eksplisit dalam
ketentuan pasal 60, 61 dan 82 RUU Pertanohan yang berbunyi -

Pasal &4
Fenghere mengenal statuy kepemilikan Tanoeh dan beberaran materfif data fivik dan

viirrdiy, diselesaiban melalid hidan peradilan,

Fasaf &1

1 Untak  pertama ball dengan Undong-Undang  ini dibennik . Pongadilan
Portanethan sebagmimana dimaksd dalam Posal 60 pada sefiap pengadilan
nageri vang herada i setiap ihukata pravingi,

(2} Wilovah hukum Pengadilan Pertanahan sebagaimana dimaksad pada avar (1)
peliputd provingr pang herxm:gﬂurmr.

{3} Pengadilan Pertanoalan movapakan pengadifon Mases yang berada pada
lingkungan peradilan wnmmm.

() Pergadilan Pertonahan bertugay daw berwengme memeriksg den mnemiifuy
perkara sengheta of bidang Pertanahan.

Pasal 82
Hukum geara pada Pengadilan Pertanahan mengeunakan hukum acara perdata
ving berlakn pada pengadifan dilam Unghunean peraditan e kecuall vang
dtatier seciva ey dalam Urdvang-Uladong dnl.

Fetentuan pasal &0 dan 61 i atas sangnt ideniik dengan pendapat Prod, Are Hutagalung pada
tabun 200 yang sejauh penelusuran penulis merupakan paker hukum pertanahnn yang pertama kali
mengagas ide pembentukan pengadilan pertanalban. Namun gagasannya tersebul disampaikon dalam
sehush kerangka kemumnglinan jpossibiling), bukan keharusan fmardarory), schagmimana dikutip
Berikut i ¢

“Phalam perkenbanean  sepekete perianaim vime mefibarkan cekelmpok  argeni
merryarakaf dtanda gans bawah dan Penulis), ofifemefos ofel sikap pesinmiy terfodag jalir
pengaditan, pernall tmbul gapasan unmk membentuk pengadilan pertarahan di dolam

fingkupy peradilan wmum, Secara fearitis, perrbenivkan penpadilan perianafan dapat saja
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difakukan. Sebagai comtoh df masa vang falw pernoh dibentk pengadifon ebonomi
sehagal konsekpensi direvhitbamnyva UL No, 70/ 1955 tentang Pengusitan, Penuniiton
dun Pengadifan Tindat Pidane Exonomi fdifetapkan mengodi wndang-undane demean
LD Ne | Tahan 1961). Sefelah terbitove ULL Na. 2 Talwn 1986 tentane Peradifan
Uiniang, davar hkum pembentukan pengaditan pertanahan dalam Taghungan peradifon
e dapet difihor dalom pasal 8, vong renvebuikan bodwe of Dingtanean Perodilon
Limueny dapai diadakan penglhususan vang dictur dengan undeng-undong. Ciri pakok
Pengadilan  Pertanahan  vwng  dihovapkan  adalah sebagal berifed - @, DN setiap
Pempirdilan Negrert divespatkan soorang hakim ateid lebil yang somfa-maba Sl fgas
fdengan demikian : diangkat) untuf mengadili pevkara-perkara pertanahan. Dengan
demikion, maka hatim Pengadilan Pertanafan adalah Hakim Pengaditon Neger! dengon
penugasan Ko, b hkiem acara vang dipergunokon adalel kwkem aeara perdata
vang berlaku di Peagadilon Negeed...dsg '™

Berbeda dengan kebijokon perancong RULU Pertinahban, pakor bukum tanoh, Marda 5.W.
Sumardjono menyatakan tidak diperlukan pembentukan peradilan khusus masafah 1anoh, karena
sengketn perdata berkenaan dengan tanah sudah memperoleh tempat penyvelesaian melalun peradilan
umum sedangkan dalam hal pihak vang bersengketa dalam hidang pentanahan adalah orang atau badan
hukum perdata dengan pemerintah maka diselesaikan dalam lingkep peradilan tata usaha negara ™
Oleh korens sengketa di penpadilan memimbulkan banvak keluban, maka masalahnya  adalah
bugraimunn mengupayvakan agar lembags pengadilan i depal berfungst secarn optimal. Selanjuinys
pikar hukum tanah tersebut menambahkan karens penyelesaian melalui pengadilan meurpakan upaya
lerakhie, sevopianyn aliematil penyelesaian senpgketa vang lain & luar pengadilan  misalova
musyawarah, mediasi, dan lain-lain perlu semakin ditingkatkan pemanfaatannya,'™ Dalam kerangka
pemikiran seperti i, Hamdan Zoeiva'™ menvatakan pembentukan pengadilan khusus bukaniah sam-
satunyz jalan untuk menjamin profesionalisme serta kecepatan dalam penyelesatan perkara,  LUniuk
meneapal maksud tersebut tidak harus membentuk pengaditan khusus tetapt cokup mengangkat hakim
ad e yang bisa dilakukan, pertama, hakim ad hec permanen vang diangkat berdasarkan periode
tertentu dart unser fuar profest hakim; kedua, hakim ad-hoc non permanen (temporal) sesuai keperluan
untuk ikul menangani perkara terientu. Dapat juga dilakukan dengan melatih hakim pengadilan yang
felah ada wniuk menangani perkara-perkaes spesifik, Jadi, tidak selale barus membentuk pengadilan
khusus untuk setiap masaluh yvang spesifik. Sehubungan dengan hal ine. dapat dicutst disind, program
dan kebijakan serifikosi hakim tipakor, hakim lingkungon, hekim sengkets pemilu dsh dalam beberapa
hel cukup menjanjikon peningkatan profesionalisme hakim sebagaimana yang diharapkan.

Mengngat kompleksitas masalah pertanahan {menyangkul berbaga su hukum), dahulu
pembuat undsng-undang loedréform justoru membatasi dirinya untuk odok bermaksud dan merasa
murmpu unfuk menyelesmkon seealy joms sengkets pertanshan dalom satu wadsh pengadilon khusus.
Pada wakt i, Pengadilan fondeeform, bukan dimaksudkan sehagay svamn pengadilan agrana
melainkon [ebih dimaksudkan sehagai sarnnn untuk memperlincar program Saemdveferm viang tidak
terlepas dari suasana revolusi pada era demokrast terpimpin. Hal ini dopat dilihat dengan jelas pada
penjelasan undang-undang feedeefiorm yang berbunyi amars lain shh

" Selengkapnya lihat Hutagalung, Aric. Tebaran Pemibiven Sepuror Masaleh Bl Tanak, Lembagn
Pemberdayian Hukwm Indonesa, Jakart, 200F, Hal, 373=374,

" Sumardjono, Miria S.W. Kebijokar Perfanofion o Anlard Regwdas] dan feplementast, Kompas Media
Musammiar, Jakoria, 3411, Hal, 197,

I fhid, Hal. 198,

W Zoelva, Homdon, Asped Korstimsioaitary Porraainn Kisas df fedoresia, dolem Potth Hiam Pengadilon
K hnesais, Sekretoriat fenderad Komisi Yudizsial Republik Indonesio, Jakartn, 20003 Hal, 174,
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Pengodilon Landreform tdak bermabsud wrtuk memuties segala perkara mengenal ianah
atow agrang sebagai swati kebawlatan, Hal ini disebabkon, kavena sifatmpo vang bhusus
pnfak moemperiancor Berardannyver fandreform dan fag poda Sedak mengaranz wewenang
Pengadilar Neger? wuninh memutus tetane soal- soal fanah, seal waris-mewaris dan
sehagainia vaime Bl fuga akan dibebanton kepada Pesgedifan Landveform, pasti abkan
menehambat  pelofsanoar Landreform,  Telah sebabvva, babwa Pemerintah harmea
berkehendak membentul Pengadifan Landreform, bukan Pengaditon Agraria. Unifuk
fetap bevdir alas azas df atas, maoka dalom pasal 3 dan 4 diatur fentang pembairian
kekuasaan dengien pengadilan-pengadilan fgin, Dengan cara Gnl meriang ofkefaln
halnwe perfalanan peradilon okan terlambar, akan tetapi akan diperolel kepaytian hukum
hokwa pengadilan vang lebih berwenangleh vang akan memberiban purusan, sehingpa
akan lebil nemupaskan perasaan keodilan paro pencari keadilon. '

Dilihat dan urmisn di atas, pembost Naskah Akademik RULU Pertanshan tnmpak tidak
komsisten dalam mengunakan istiteh “Peradidan Pertanaban ™ dan “ Peradilan Agravia ", kedua istilah
im: diperiukarkan begitu saja untuk menvampaikan satu maksud tertentu tanpa menyadari kensekuensi
lebib psub dan masing-masing stilah tersebut, Perdu disedar babwa tanah, kekayaon alom dan roang
i adalah bagian dari hukum agraria. Kendati demikian, UL, Mo, 5 tahun 1960 fentang Peraturan
Dasar Pokok-pokok Agrara. kemudian dikenal dengan sebutin Undang-Undang Pokok Agrana
{ULIPA), tidak memberikon penjelasan tentang istilah agravia vang digunakannye, Namun, dalam
beberapa bagumnys, UUPA menvebutkan frasa “bumi, air, ruang angrasa termasuk kekavaan alam
vong terkamdung o dalasimnye " —minp dengan ramosan pasal 33 oyai (3) Undang-Undang Dasar
(ULUDG 1945, Frasa ndlah sang kemodian ditafsickan sebapm cakupan sgrana nasional secara |uas
schapai lawan dan pengentian sempit yang menyamakan hukum agraria scbagai hukum tannh. Terkait
hal ini, Budi Harsono™ menyatakan babwa hokum agraria sebagaimana terdapat dajam ULUPA adainh
“suati kelompok berhapai hidang kukum vang masing-masing mesgatue dak-hak penguasaan afas
sumrhent denva ol Ferderrin . Mryna Safitn mengistilabkan kompleksitas hukwm agracia dengan {stilah
“Rewagantan intra sistem ek . Termasuk ke dalam cakupan hokum agrana ini adalah hukum tanah,
hukvum arr, hukum pestambangan, dan sebagainva. Dengan demikian konsep “tanah™ adaloh baglan
keci] dari pengerian yang febih luas dan kompleks dari “agrana™ Bahkan, secam genenk, penguasaan
atas Ganah dan kekayaan alam masuk ke dalam cakepan vang luss dari bukum agrari,™ Naman
apabila mencermati ketentuan pasal 60 RUU Pertanohan, teribat maksud penggagas RUU Pertanahan
sesunggubnyva hanya membatasi dim dalam badang peranaban, sehingeas nomenkistur pengadilun
khusus di bidang peranohun yang hendak dibentuk memang hanya sebagan “pengadifan pertanalan ™,
Akan tetapi meskipun demikion, apabila diperhatikan secara keseluruhan gagasan reformast kebajakan
pertanahzn ini maka kebijakan perubahan vang hendak diszsar adalah jaoh lebih luas yaitu mencakup
perubabuan agrana fegrarian referm), hke BUU Pertanaban dimoksudian sebagal bigan dan program
reformasi agrana seyogianya RUL Pertanahan memperhatikan sinkronisasi dengan pembahasan RLU
Tain vang berkaitan langsung denpgan kebijakan i bideng reformast ageraria seperti RUL Migas, RUL
Kehutanan yang secara khusus memuat rencana pembentukan pengadilan kehutanan.

Maput disimpulkan Balwi pembentukan pengaddilen Khusus pertanahan akan akan membawa
konsckuensi secamn langsung don tidak langsung terhadap penyatuan yuridiks: (unifikasi) vang

I Penjelasan UL Mo, 2171964 Tentung Landreform,

™ Harsono, Boedi, Hukum Agracn Indonesin, Seierah Pembenmkan ndang-Undang Pokok Agraria, i dan
Pefalsenamnva, Edisi Revisl, Cetakan ke-11, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007, Hal. 5

i Pryon A, Safiiri dan Trisdam Moeliono, Serneparg Mukaon den Berbopad Kuoxo Dalam Uresan Agearia o
Diclowiesia ; Sebualy Pergantar, Dalam Myme A, Safitri dan Tristom Mocliono (Bd), Hikem dgrara day
Masvaraker o Fodonesio - Shali Tentang Towah, Kekovean Alam, dan Rueng of Masa Koforial - dan
Dhesenirgelizas!, Huma, Van Vollenhovien Instetute: KLTY, Jakarta, 2000, Hal. 3
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mengadili sengketa pertanahan di Peradilan Tate Usaha Negamn dan Peradifen Umum. Pengadilan
perianghan, schagn: satu-satunyn badam peradilan vang mengadili sengketa pertanahan, dipercaya
menegunakan hukiem acara perdata, vatuk menvelesakan bovbagal emis sengketa hulkam pertanahan,
seolah-oleh semua karaktenstik senghketn pertanabon hanyva dan dapot direduksi ke dalom satu jems
sengheta vailu sengketa keperdaisan semata. Memang, sengketa tentang “kepemilikan™ tanah jelas
merupakan bopian dan sengketn keperdatoon dan wajar mengeunnkem hukum scara perdata untuk
menegakan hukum perdata maternl, meskipun sampai sekarang hukum perdata nasional befum berhasii
miereformubias: aturan dun keraneka hukom perdats muten] yang menealur soal-soul kebendain yong
dulu diatur dalam buku 1T Sergerliik Wedhoek, Barangkali inilah sebabnva kefentuan pasal 60 RETLT
Pertanahun maupun dalam penjelasannya tidak menpatur lebih jauh tentung rusng Iinpkup sengketa
pertanaban tersebut, Karena tidak dijelaskan menjadi timbul berbagai peranvaan mengingat luasmya
cukupan sengkets di bidamg pertanohan. Misalonya, bagaimuana senpketa kepemilikan tinah vers naskah
akadenuk RUL Pertanahan ini dikaitkan dengan pranata penyelesaian hukum adat kepemilikan tanah
svang di beberapo doerah masih berlaku seperti & Papun dan Muse Tenggars Timur 7 Alou bagnomana
Jadinya hukum acara perdata dan hukum perdata mateni diterapkan untuk memenksa, menyelesaikan
dan mengadih sengketn pectanahan yvang memvangkot data fisik dan yundis suatu objek tanah 7,

Sengketa pertanahan vang menyangkut keabsahan data fisik dan data vuridis dalam suatu
sertipikat tneh selamn ini menjadi bagian dar kompetensi absolut pemmdilan sdministrasi {(Peradilan
Tata Usaho Negara), Tentu, hal ini tidok terlepas dari konsepsi sertipibat sebagai suatu dokumen
formul yange diperpunakan sebage instrument vandis bukti kepemilikan hak alas taneh yuang
diterbitkan oleh lembaga Negara (pemenniah) schagaimana yang disampaikan Boedi Harsono'™,
sertifikal {anah) adalal suaiu sursl tanda bukii bak vang dikeluarkan pemeriniah dalem rungka
penyelengparaan pendaftaran tonah atau merupakan suatu tands bukti balvws scscorang atau susty
badan hukum mempunyai suatn hak atas fanah oatas suatu bidang tanah terfentu. Dhikatakan frawan
Socrodjo™, bahwa sertipikat tanah merupakan surat tannh bukti yang berlaku schagai alat pembuktian
wilng kunt mengena duta fsik don duta yureidis vang termsost didalamaya sepunjang data Gsik dan daia
yuricia terschut sesuai dengan data vang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dan
st sudah dapat ditsngkap bahwa makne sertifikat tenab dolom konstrukst yundisnye merupakan suntu
dokumen formal yang dipergunakan sehagai tanda dan atau instrument yuridis bukti hak kepemilikan
afus tanah vang dikeluarkan ofeh BPMN RI {Badan Pertanahan Nastona] BRI fembaga/Institng negara
yung ditunjuk dan diberikan wewenang oleh negara untuk menerbitkannya, Sertipikat schagai tanda
dan ataw sekaligus alat bukt hak kepemibkan sty twnah merupakan produk bukum yeng diterbitkon
oleh BPN RI didalammya memuat data fisik dan yuridis. Sejalan dengan e, Maria 8W Sumardjono'™,
menyalakin serlipikal hak atas tanah merapakan hasil akhir proses pendalftaran tnah bens dida fsik
(keterangan tentang letak, hatas, luss bidang tanzh, serta bagian bangunan stau bangunan vang ada
distasnva bila dianggap perlu) don data yundis (keterangan entang status tanah den bangunen yung
didafiar, pemegang hak sz mnah dan hak-hak pihak lain, sera behan-beban lain yang berada
diatasnya), "™

19 Hnrsons, Boedi. (g Off, Hol, 478,

% Soerodio, lmwan, Kepostimr Hukum Mok Aty Toneh DN indenesia, Cetakan Pertama, Arkols, Surabaya,
23 Hal T8,

" Cormarjono, Maria, S.W. Puspite Sevenghum Aeeke masalok Hukum Agraeia, Andi Offset. Yopyokar,
1982, Hal, 25,

" Letah jelosnva bogn, ketentvan Pasal 107 don 106 (1} Permen Agrarn 90999 memasukan  kesnlohan
pengadminisirasian data fisik dan dato yoredis sanos sertipikal tanal sebagni bagian dari kesalohan “Cacat hukum
sdrminsstratif yang selengkapnyn terchnl dan 0 o Kesalober prosedar; B kexelafior peneragnn poratieran
praremdang-wredangan, o) fesalihen salyek haky d) Xesalahen olek fak; e besalalan fenls hok; ) Resafalaw
periirmgan fues: g ftevdopar tempang taaih hek alas taeaks B odeta srldis asow dater darg fisik Sdak
bragraien 1) besolafan Jainmva vorg beedfal adaaniradf;. Ketemuan vang mengater kriteria cacad Inskum
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B. Ancaman Penderogasian Hukom Publik Oleh Hukum Ferdata.

Satjipto Rahardjo mengemukakan babwa hokum publik adalah hukum yang mengatur segala
seznal yang menvangket keponfingan i, sepertt hubungan aniars wargs pegarm dengan neEara
dan seluruh komponen vang terhibat dalum negara. Hukum publik berurusan dengen beberapa hal yang
berhubungan dengan masalah kenegaraan serta hagaimana negara melaksanakan tugasnya,"™ Inti dari
pendopiat imn odalsh babws cn tndakan hukam pullik adaiah mengatir kepenbnegan woum, Sudikno
Meriokusome' ™, aniarn fnin mengatakan bahwa ;. ki pubdik mengaiie tamgan ekam antarg
negara dengan indiddn . Widono Projodikoro'! menpemukakan bahwa hukum publik sebuapai
hukum yvang mengniur kepentingan umum (massvarakal), Dari beberapa pendapat rersehot Sudarsona '
menyimpulkan bahwa cin sten karakier hukum publik adalah mengatur kepentingan umum - dan
mengatur hubungan negara dengan individu (warga negara). Dan ciri hukum publik tersebur,
selanjuinya Prof, Sudarsono melanjutkon o hukom admimistensy sebagni bapan don hukum publik,
hal ini perly karcna tindakan hokum publik yang dilakukan oleh pemerintab {Badan st Pejabat Tata
Ulsahp Megrara) mpsuk dalam rengh hukum admonisirass negans sehingea dengan demikion dagpat
diketahui ciri-cin atau karakteristik dari tindakan hokum publik yang dilakukan oleh pemerintah.
Karakter utama bukwm  administcas: menurat Prof,  Sudarsono  adalah pembatesan  kekuasaan
pemerintah sekaligus pembatasan kebebhasan individu,

Berbeda dengan hukum adat dan hukum agama yang tidak mengenal kriternis antam hokum
perdeia dan hukum publik, hukum nasional, termasuk hukum internasional, mengenal dikotomi vang
kunt antiura hukum perdain den hakum publik. Masalah hukum perianehan adeleh mervpakan masalah
yang didominasi isu hukum publik. Lebih persisnya, mutori hukum agraria sebagian besar merupakan
masakah hukum sdinmistrasi neeara ' Prof, Are 5. Hulagalung'" menyatakan hukum  tanal
administrasi merupakan baginn yang sangat penting dari hukum tangh nasional karenn walaupun sccara
teorifis mempunyal perbedaan, etapi secara prakiiz unsur-unsur hukum fanah admimstrasi i dapa
kita jumpai dalam seluruh peraturan hukum tanah. Bahkan, Prof. F, Utrecht dalam buku-buku yang
dituliznya menyamikan hukum sgraria dengnn hukum tanah dan menempatkannya sebhoga bagian dan
hukum administrasi negarz schagaimana kelaziman penggunaannya di Indonesia dolu''®,

Hukum pertupahan mmerupakan bagan mterral dan hukoum pablik, Untek gulah, pemsenntah
membentuk BPN, termasuk membagi kewenangan lain diluar BPN kepada berbagai instansi lain
pemerintaban maupun instanst pemerintaban''. Bahkan, sejamlah putusan MK dalam beberapa tahun

aekmmstratil vang dafam bl ponctapan admimstrsn 6 bidamg penamabion ferschut snlmg a5 mengisi dongan
ketentuan lain yang felal distur pemerintah dalam bidang pelavanan publik oleh adminisiras: pemerintaban,
termesuk i bidang pelavanan pertanaban, Antara lam hot ketentunn pasal 7 PP Moo 6 2002 Tentamyg Tentang
Peduksammnn UL, Moo 25 /2000 Tenwang Pelayanan Publik,

" Ruhardjo, Satjipio, ey Ak, Citrn Aditys Bak, Bandumg, 1991, Hal, 73,

9 Mertokusomo, Sudikno. Mengenad Hubior (Suae Pengantary, Liberty, Yogvakane, [984, Hal, |08,

N prodpodikers, Wionn, dzex-Aues Hukim Perdeta, Sumur Bamdung, Jakarta, 1966. Hal, 7-11,

"Z Sudarsono, Pifibon Hukbow Dafam Penvelesaian Senmekenr Tote Dsaln Negorg IV Peradilan Tate Lsaba
Negara, Dakam | Gede Dews Avmsacdia, et al, Demokeast, AW, dan Koostitest, Pergokil Megore Baorgsa ok
Menghadirkan Keadilan, Setarn Press, Mol September 2001 1l 278274,

" Shidama, Hukam Pesalaran dan Penaloran Hwkon, Akar Filasofis, Genta Publishing, Yogvikarta, Hal. 353,
" Hutagatung, Ane 8 dkk (editor), Hkum Poctanafan o Selanda dan ndonesia, Universsitas Indonesia,
Universitas Groningen, Universitas Leiden, Pustaka Larasan, Denpasar, 2002 Hal, 130,

¥ fiid,

"% D luar rezim kewenangan pemerinish doerah, sistem hokum agraria di Indonesia elah mepempatkan paling
ik kewenangon i instans: sebagod pihak yang memailiki koesa uniuk mengatur peruntokan hok ates tansh
sekaligus mengatur pemanfiatinnyn don pemanfiatan kekayvaan slom vang ado padanya. Permana adolah
Departemen Kehutamn yang menguasai sekitor (lebib-kurmng) 70% dari selurch dasatan di Indonesia yang
dirvatakan sehagai kawasan hutnn negara, Bekerja berdasarkan Undang-undang Pokok Kehistanon, maka sepala
huk yang berhubungan dengan pemontaatan dan pengelalaon hufon negora beruda di dolom kewenonganmyn.
Undang-undang im juzn mepentukan balvwi aspek penguasaan fanah hotan dengan sendinnya moenyertal sctisp
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terakinr (elah menjelaskan dengan menpkonstruksi [hma kewenangan negara dalam penguasaan tinsh
dan kekayaan alam : pengaturan  fregefendogd), pemboatan  kebijakan dhelendi, pengurusan
fhestmervdand), pengelolaan ffwhcersdoad) dan pengawasan rloesichihondensdond),  Kewenangan
Mesara tersebut bersumber dan dan hak menpuasal negara sebagal pelaksanaun hak bangsa di bidang
legislanl yang rincian ruang lingkupnys menurut Budi Harsono''™ meliputi penentunn dan pengaturan
hebympan-hubungan hukum aotar orang=orang dengan baeten=bagion tasah. Tugas Kewenangan ini
menentukan dan mengatur penguasaan iansh oleh perorangan dan badan-badan hukum  dengan
berbiugmn hak atas tsih ving disior dalam hokarm tanoh nasional.

Pengnansann aties tunah secars vuridis selalu mengandung kewenungan vang diberikan hukum
untuk menguasai fisik tunehnya. Oleh karena 1t penguasaan yundis membenkon alas hak terhadup
adanys hubungan hukum mengenai tanah yang bersangkutan, Apabila tamahnya sudah dikuasai secara
fisik dun sudah ada alas haknyva, maka persoslunnya hanys menindaklampot alas hak vang melundasi
hubungan tersebit menjadi hak atos tansh vang ditetapkan dan diakwi oleh Megara agar hubungan
tersebul memperoleh perlindungan hukume Proses alas hok menjadi bak atas tanoh vange diformalkan
melalui penetapan Pemerintah disebul pendafiaran tanah yang produknya adalah sertipikat tanah. Oleh
karena o alas hak sebenomyva sudah meropakan suatu lesmmasi awal otan peneakuan atas penguasann
tanah oleh subvek hak vang bersangkutan, namun idealnya agar penguasaan suam hidang tanah juga
mendapat legitimasi dari Negnm, maks harus diformatkan yvang dilandasi dengan suatu hak stas tanzh
vang ditctapkan oleh Megarn [ Pemerintah dalam hal ini Badan Pertomahan Masional Republik
Indonesia.

Sementara (tu, esensi peradilan perdata dalam sengketn perianahan adalah peda dasamyn
menelisun bagaimana sualu hak milik atas @anali melekat pada din seseorang sebagai subjek hukuimn,
Pengadilan akan memeriksa dan mencliti secarn scksama bagaimana hak milik itu diperoleh dengan
mengacy pada keteniuan-kefentuan vang diatur dafam perundang-undangan berlaku, Kewenangan
pengadilan dalam sengketa hak milik atas tanah adalah mengadili sispa vang paling berhak secara
hukum atas tanah erperkars. Sekalipan terdopat sspek hukoum perdata, dolom pesentuan subvek hukum
hak kebendaan atas tanah, namun sifat keperdataan dari masalah hak-hak kebendasn fidak dapat
menafikan atag menderogast pengansh durd hukwm publik, Bahken, delam penstiws hukum perdata
seperti jual-beli atas tanah, negara turut memben otorisasi yang direpresentasikan oleh tanda tangan
Pejabat Pernbuat Akin Tanah baik oleh Camat atiau Notans'". Dalam konteks itulah dapat dipahami

hak wruk mengclola hetan dikarenakan (menens undang-undang ini) seloruh hutan negarn berada di bawah
pengEsian Deparemen Kehutonen, Selun 1o jogn difetapkan babown kawasan huian hanya mielipun dun
kategon, yoilu kiowasan hetan prochukss dan kawasan lstan fiedung don konservasi. Dengan oriestas lebih
mengedepankan kepentingon bisnis eksploitost don pengelolsan hwton dolam skoln besar, moks boton-huton
produks dikapling-kapling wntak para penguaaha vang diberikon HPHHPHTL [ aminya, di dafam kawasan
hutnn TN frdinke awda rusnNg wntuk barmpal ringgaf [pcmuklmﬂn] glan akirvitis pl.."r]al:i:n. Pislabinl i;:.-nyalaunn:.lu
fidok lah demikiom. Ada kelompok-kelompok measyoraknt yang telah fimgeal dan memanfatkan famah, baik
widulk pomukiman maupan kaban-fahon pestanan dan etk kegiatan sosial-budaya lsinnya, vong Kemudian
dhiklinm sebagnd kawssan hutun negon, Atou da kelompok-kelompok  masvirakat yang tioggal o dalam
kawasar yang scrunggubnya memang tclah berbenmuk bukan hutan lagi akibat proses pembukaan hotan yang
teloh berlongsung pulubon babkon ratusan, b, etapn mosih diklasm sebagal kawasan hotan, Akibatnes tento
saja yang fefjadi adalah konflik. Konflik yang didasan pada sengheta Klaim atas tamah vang dinyacakan schagai
kmwasan hutan negom

T Harsono, Boedi. Memga Penpemparnoen Hidur Tawelh Nestonal, Pencrbit Universitas Trisakti, Jakana,
2007, Hal, 46

18 Surar Keterangnn dan surnt jusl beli vang diboas di bowah tangon dan dilegalisic oleh Kepala Desa seria
dhikuntkan oleh Kepala Kecamatan yang bersangkuton dupat dionggop sehigral bukei bk yvang dimakswdkan
dalaim pasal 3 Persturan Menteri Pertanian dan Agrania Mo, 2 Tahun 1962, Sedongkan berdasarkon Pasal 17
Pernturon Pemerintuh Momor 24 Tahun 1997 jentang Pendaftoran {annh. permindehan, stau perzlihon hak sias
tanal dun saman rumaly susan baik junl beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan porbieatan
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bahwa hak kebendaan menjelma menjodi suatu hak hukom tidak lepas pengatiran dari negara @ “The
Stare has suwhsumed authority to regulate property at least praciically speaking ™", Bukan berarti hak
kebendaan atan hak milik atas nal boevsumdver dan pegara, melainkan negara bestugas melindungt dan
menjaga hak-hak worga negara, sekalipun hak tersebul bersifat keperdataan, sebab hak kebendaan
merupakan hagian dari hak sosial ckonomi warga negara, merupaken bagian dari  hak-hak
konstitusional wargn negurn.

Dalam masalah perianshan, maupun agrara, hak-hak kepemibican bk dan persfektif hukuwm
perditn ataupun hukum publik hares mendapat jomuman, olorsast dan perlindumnean doan neeaea, untuk
mengeuniakan istilih Tohn Docke vang menvebutkan @ “The State fa act ax the guarantar of tide ™,
Lebih lanjut Richard Bames menyatakan @ “property righic fat feast in posifive faw) cannat exist
withont a supporting legal sistem . Melalui konstrukss hukum (negara) dan tazanan kemasyarakaan
lah, konsep hak milik, terlebih lwg berbagm  jemis hok atws tansh vang  lam, mendapatken
cksistensinya. ', Kekuasaan segara uniuk membenikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga
megary ermasuk untuk menjamin hak Keperdiataan worgs neeara dalom soal kEepemilikan tamah jugs
diimbangi dengan kewenangan negara untuk mempengaruhi, mengaiur cksistensi hak keperdataan
winrga megncd, dalam komdisi ekstrim bahkan dapat mencabot hak kebendaan wargn negara atas tunah,
Hal ini tercermin dari kewenangan pemerimtah untuk mencabut hak atas tanah yang dimiliki oleh
subyek hukum orang atau baden hukum perdata yang menelantarkan tenah kepemilibannya. Selain it
atus dosar kepentingan umum, datam kegintan pengadian fanah maupun penptoan tanah {konsolidas:
tanah, fand consolidation), pemenntah dapat “mencabut”™ hak-hak keperdatan wargs negars atas tanah,
Konstitusionafitas dan legalitas kewenangzn pemernintah tersebut bersumber dan ketentunn pasaf 33
LD 1945 vang kemudian ditenenmahbkon dalam ketennian pasal & UUPA vang menvebutkan :
“hairwa senmua hak etas tanal mempunval fungsi sosial” '™ Penegasan fungs) sosial ditafsirkan hak

bakum pemindstan bok loonve kecunh peminadabon bak melahn lelong hinya dopet dadafiarkon prka dibukikon
dengan akis vang dibuay oleh PFPAT vang berwenang.

" Harmes, Richond, Propersy Rishty amd Notural Resowrces, ot Poblishing, Oxford and Portland, Oregon,
20049 Catatnn Eaki Mo, 60, Hal. 139,

= i, POAR, Meskipun dalam konteks Indomesm Pendapmt John Locke i perfn diperdebatkan mengimgat
sistem pendaftaran tanah ving masih meoganot sielsel negaaf

L g, 138-13%, Lebib lanjw dikemukakan beberapa percikan para shhi hukum ermasyur seperti Jeremy
Benthom dari buke Theory of Legislation yong menyatokan © (Tikere i oo swch ddng ax npterad propenfe. i i
wrnrt'.lfr flest wrark u,l"l'ull.'....Pn..lpwf_l' aread fvwt arre B Jr.l.;._'ﬂ'ﬁw'. H'u:_‘lﬁ.rﬂ' fwn were miade thers wild go PRy,
firke wrwaey s, amid property coersey ™5 Sedangkon pendapat Daved Tame disrs boko A Troarise of Baemar Naore
dischutkan bahwa "Progery & mafilng bl those goods, wiese consfanl possexiol i estabaliek 'd by the laws of
sociery, thar &6y e fow of guatice,., Tis very proposterons, Shercfore, fo imagine, that we oo bove any idea of
peoperny, withort fally compeehending the satire of Justice, and shewing i orgin b the artificoe  amd
exafrivance of mon ©, Thid,

'*! hatp:/fagrurianresourcescenter. blogspot.com Diakses 16 Agustus 2013

21 Menurut Prof, Nimly Asshaddigie, 5.H., konsepsi hok milik dalam UUTY 1945 pases reformasi mengalami
liberalisasi dengan meningealkan unsar sosinlisme dolom fungsi hok milik Pasal 28 H aya (4) UL (945
menyatakan balwa @ “setap ooy berbek srempunyal ok milik pribadi dan ok il serseier ridak Badel
diambdl alilr secara sewenang-wenang alel siapa o Dengon ketentuan batwi bak mihk pobec tudak dopat
digmbil olch siapa pun, ot Prof. limly Asshiddigie, S.H. berarti konsepsi hak milik pribadi dalam LU
1945 bersiful mutlak, kecuali atas yanti kerugian yang didasarkan otas transaksi yang bersifn sukarela,
Penggantion kerugian juga hares ditentukan atis kescpakatan horga - secare hosama,  Asshiddigie, Jimdy,
FKorssinsd Ekorsami, Penerbit Buku Kompas, Takartn, 2000, Hol. 265, Menwnn Penolis konsepsi hak malik
pribadi vang bersifol mutlak iersebat perlu disikapi dengon eormat dan scksamn, karena dengan istilah *miutlak”
mengimfung kesan hak milik wargo oegom tidak dapar difungesakon uniuk kepentingan masyarakot vong febib
luas. Sehagai comtoh dalom proses pengadaan tanah unmuk kepentingan wmem. kendati worpa minsyarakat
keberatan terhadap penetapan rencona lokesi pembanguman oleh Gobermr, maka pihak yang keberatan dupat
mengjukan gugatan ke PTUN. Sedongkan, dalom hal tidak terjadi kesepakatan tentang nilai gantl g, pihak
vong keberatan dapul mengninksn keberaian kepasta pengodiion negen setempot dolam wokio poling lama 14
hari kerpa setclah musyawneal penctapan ganti ruge, Dalam patosan Mo, SOPUL-XG2012, ME mencgaskan
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otas tanah pada dasarnya tidak meénjadi penghalang bagd pemerintah untuk melakukan kewenangan
publiknya melakukan konsolidasi {penatasn) tanah™ maupun untuk melakukan kegiatan pengadaan
fanah unmk kepentingan oonim, Namur, oatuk oveoghindan tirand kKeluasaan negars, Kesewennng-
wenangan yang mengatasnamakan Kepentingan negara ataw kepentingean umum, negara menvediaken
sarang hukum bagi pikak yang merasa dirugikan olch tindakan pemerintah dalam rangks menjalankan
kewenangan publik i badang pertanahan, bal i tdek ferlepas dan konsep niegars hukum Pancasila
yang menjadi landasan kekuasaan pemermiahan (rechisoais atan role af law)

Sehnpga, pihak yvang merase dirueiksn divpat mengeunnkian berbapat sarena hokum uniuk
menjays kepentingan dan hok asasinve atas tanab, Berbaga produlk hokoum haik secam lamgsangs st
ticak langsung teleh didesam agar perlindungan hukum masvarakst di bidang pertanahan dapat terjaga.
Schagai contoh UL Mo, 2 Tahun 2012 telah menyediakan sarang bagi masvarakai vang keberatan
dulam pembebusan tanohnye dalam rangka kepentingan wmum untuk mengepukom gueitan ke Peranm.
Peradilan Tata Usaha Negara sdalah pemegang kekuasaan kehakiman vang mclaksanakan fungsi
kentrol terhodop tindakon hukum pemenntah,. Sehubungan dengan tipologi kenflik pertanahan vang
bersifat siruktural, Iebih didominasi sengketa antara warga negara dengan pemerintah, hal ini
miempengarah jews sencketa vang ditongam oleh Peratun vang didominas: juza oleh sengketn di
bicang pertanakhan,

Sumber permasalshan agraria, termasuk pertanahan, lebil discbablan oleh inkonsistensi
kebijokan publik negarn di bidang pertanaban vang lidak menunjukan keberpibakan kepoada kewon
murginal. Padshal defom hukum pertsnohan sudsh sejak Simpronios Tahun 133 sebelum musehi,
berlaku ketentuan fex simpromies yaitu hokum pertanahan agar mementingkan rakyat jefata, bahwa
hukiim harus membantu ompg-orang bodoh (e seconrd femoranil), ™= Akar permasalahannyva sudah
berlangsung scjak zaman kolonial dengan diberlakukannyn Agrarivefie Wer Tohun 1870, dimana
sumber utama konfilk dan sengketa pertanahan adalah ketidakharmonisan, ketidakselarasan atau
ketimpangan dalam struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, '

Namun permasalohan hukum di o zaman kolofial terus berdangsung  pada penode hukum
nagional berlangsung.  Prof, Moh, Mahfud MD dengan ungkapan yvang lebih lugas mengemukakan
babwa ambiguitas siksp pemenntah, ketidokteppsan vang menciptakan gap antera legalites don
legitimasi, bahkan korup sehingga banyak rakyai yang menentukan sikap dan memainkan hukumnya
sendirt merupakan beberapa fakior lain yang menyvebabkan lemabmys implementast politik hukum
UUPA dalam prakitk sehari-han."*" Senads dengan beberapa pendapat di stus, Prof. Ane Hotagalung '™
juga mengemukakan bahwa muncolnya berbagan Kasus peranahan Gdak dapat dilepasken dun
kehijakan Orde Baru (padn saat mu) yang banyak bersifar ad foe, inkonsisten dan ambivalen antars
salu kebijakan dian kebijokan liin. Menurut pakar hukum pertanohan dar Universitas Indonesia ini
UUPA yang awalnys merupakan pavung hukum bagi kebijakan pertanahan i Indonesia, menjadi tidak
berfungsi dun bohkon secarn substantial terdapat pertentangan dengon berbagal peraturen sekioral

kontinestonulites ketensvom Pasiel 9 ayot (1) Posal 10, Pasal 14, Posal 20 oyad (1), Posal 23 ayad (1), Pasal 40, dom
Pasal 42 UL, Tentang Pengadaan Tanal (UL, Mea, 2 Tabun 200 2§ dengan safah satu pertimbangan yvakni telah
disedinkannys upayn hukum bagi pitok yang keberntan dengan penetapoan tonah untuk kepentingan umum
melalui lembaga Peratun,

" Setiawan, Yudhi, festriewen Fubum Compuran | pemeenschapetijkrecht) Dalom Koweolidayi Tanah, Rain
Girafindo, Jakarts, Juni J004. Hal. 5-6.

= Achmad Sachiks, Achmod, Peiink A Agraria, Ronstitea Press, Jakorta, 2003, Hal 45

% BF. Sibombing sebagaimana mengutip Surjodi Soedirja, B.F. Sibombing, SH., M.H., Evedusi Kehijmkan
Pertamafan Datam Hikum Tanat fndomesia, Cuming Ao, Jakorta, 2005, Hal, 2,

T Mahifud MDD, Mok, Ktz Pengaiar Dalam Buku Prof. Dr. Achmad Sodiki, Polink ke dgrara, Konstitsi
Press, Jakarte, 20003, Hal, 551

2% Hutagalung, Aric. Op, O, Hal, 369
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seperti UL Kehutanan, UL Pertambangan Minvak dan Gaz Bumi, UL Transmigrasi, UL Pengairan,
UL Pemermiahan Desa, UL Pengelolaan Lingkungan Hidup dsb.

Berbagm pndong-undang  tersebil mesempatkan tanabh sebogal objek vang sama, mamn
prakiik di bapangan menjadi ddak terhindarkan karena berbagal  undang-undang  tersebut tidak
dibingkai dalam satu grawd devign politik hukum agraria nasional yang mengandung harmonisasi
hukum dalam munten materi=-maten legislas dan regolasi di dalomoyva. Dengon kato lan negora gegal
menjaiankan fugss dan fungsinya memben perimdungan hukum bagi masyarakat unfuk memperoteh
keadilun agrrann, sebiopmmania ditandan olel moraknya konflik struktunal d Bidomg peranohan sebiaga
akibiar inkonsistensi  kebijakan negarn i bidang  permnahan  sertn masih tingginva  tingka
ketidokpestian  hukum  dalam  bidang perlindunpan hukum oleh negam & bidang pertanahan.
Pemerinizh bukannya tidak menvadari akar permasalahan dan karnkteristik permasalahan tanah vang
bersifit struktural tersebut. [tulah sehobnys dalam pasal 2 Keppres Moo 34 Tabun 2003 Tentang
Kebijakan Masional di Bidang Pertanshan, pemerintah memilih pendekatan struldural-kelembagean
doliom menyelesaikan permasalahan tinah nasional,

C. Prospek Kontrol Yuridis Terhadap Tindshan/Keputosan Pemerintah Dalam  Bidang
Pertanahan.

Dari wraian sebelumnya telah dikemukakan bohwa karakteristik mosaloh pertannhan lebih
Bersifol hukum publik, Oleh karena o, akan ferdibat kerancuan pepgadilan pertanahan yong didesain
akun beradn di bawah noungan peradilan urmem lersebul, dengan mengeunakan hukum scar perdats
untuk menyelesaikan persosien sengketa pertanshan vang disjukan kepadanya, termasuk untuk
menguji tindakan/kepulusan hukum pemerintah di badang pertanshan. Di berbagal negarm kedudukan
pengadilen khusus pertanahan berada di bawah naungoen peradilan administrasi. Perbandingen seperti
ind semesiinya tidak lepas darl pernafion pars penggagas kebijakan hukum nasional kivisusmva,
penggagas dan penyokong lahimya pengadilan pertamahan, Kedudukan pengadilan pertanahan di
negnra-negara lain bernda di bawah vurdiksi peradilan tata usabs negara melalui tribunal-tribunal
khusus seperti vang dikenal di negara-negara angla saxon seperti keberadaan tnbunal pertanghan &
Auvstralin vaitu The National Narive Title Tribeunaly vang mengkhususkan dirl ontuk menyelesadkan
klaim berkenaan dengan tradiional pative dife."™ Bahkan di negars dengan sistem hubum oivill faw
seperii Belanda, pengadilan pertanaban tedap berada i bawash naungan yundiks peradilan Gada vsaba
negury, walaupun prosedur hukowm di tngkat pertwms disclesaikan oleh scorang hokim perdata

I Belengkapnya Fikat Hisagalung, Ny, Arke Sukant] dan Markus Gunawan, Eeswenengen Pesmerinioh & Bidang
Perronohon, Bapwall Pers. Jokartn, WA, Hal, 81, dst Ironisove, Naskoh Akadermik RUL Pertannham
sebenienya menyadan akar permasalahon. agrens seperti i, sehaguirmang teruang dalam Maskaly Akedemik
tersehut yang berbunyi - “FETar dart gy bebifakan pallik varg menfadl peavebab fevjadinyg ksis-Fass
sevrghera dandaiay Konflid fevvebut, maks bonilik verg paling taggd Intensfiasnyve adalol vang ferfoal karenas
sougkeln atex lahan porkebnren besae (344 Baopy), Xelonfutnyn sevaeg Bertien-nicat adoling Kass-kais yang
tepfmdi ki aelamen Kebifakan publiE pong Serfoltms dengon pewbaagunan saear doen dae el
prerkoigaen (243 kasus),  pemisergporan pevunahon ainr bl o (232 kisiisd, | pempenthenian Kawasan
krhtanan procuksi (14T kasus), pembangmingn kowasan Gadeeird dan pobeik (TF5 kasusl, pembangaren
ferfivrgenn dan sarang pergairan (77 Rasusd, pemberginos £orane wisala [fourism, hosels and resons (73
hovesl | prewmembongan kawiasan pesiembangon bosar (5% Eavesd dan pemboaogmaan savaee aafier [G47
kerwus) 2 Hasil penclitian tersebut sehenilnya tidak barvak berbeda dengan permaparan Prof. Paulus Efendie
Lotulung beberapa ishum sebelummya, dengan mengotip sebuah hasil penelition di Jows Bamt pada tnhun 1994,
mengambarkan pihak-pihak vong bersengkefa adalah didominesi antarn masvarakot dan pemerntoh (57%).
selamjutnys  ontarn masyarakal deogon pengussha (3% ddan sisanye antern sesama mnsvaraket (17%,
Sedengkan korateristik permasalahnn sengketn tanah tersebut adalah mengenai stofus pemilikan tanaly (22,6 %),
status penguasaan toah O, 3%, gantl roge pembebasan tanah (4, %), status pengumaan {18, 3%
Selengkopnya likat Paolus Effendie Lottlung, Tatal das Peemigsalabanmv o Peradifan Tate Uialia Megara,
makulah disampoikon padi Semimar vang dizelengearskon Sigmn Research Insiate, 26 Marel 1996,

I3 Sumardjono, Maria 5. Lo O Hal 197,
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{panel)."" Badan Pembingan Hubum Nasional (BPHN) pemah menvatakan bahwa Kiewenangan
pengadilan landreform, sebagm pengadilan pertanahan di zaman Orde Lama, mencakup kewenangan
di bidang pescenkan hukom admonistrast sehingea oleh karena o dalam kertas kera pemeniitah
Indomesia dalam  simposivm hokom negara-negara 3 kewasan Asia Tengeara menyebutkan
pongadilan lapdreform dibawah naungan dan hirarkis kekuasaan kehakiman di bidang peradilan tata
usaha negara (BPHN, 19795,

Harus diaku Mahkamah Agung dengan jajaran peradilan di hawahnys senng tdak dilihaikan
serar seres dalum pembahasan undang-undang bk yvang secoru langsung don bdak lanpsune akin
mempengarihi fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman, Akibatnya, sering terjadi hambetan ketika proses
rmplementasi huros dilakoken, Semestinya, impelementasi beberupa undang-undang yang di dalamnyva
mengamanatkan pembentakan pengaditan khusus harus didahuloi dengan pembahasan intensif dengan
MaA. Pembentukun pengodilan khusus  vang ada selama ini, antarn lein Peopadilan HARM, MNiaga,
Tipikor, tidak pemah didabulur dengan studi don pemahaman yang matang tentang permasalahan vang
dihadapi. Schingea pengaturan tentang pengadilan khusus dalam UL cenderung bersilal tambal sulam
dan menyederhanakan masalzh. Pembeniukan beberapa pengadilan khusus baru yang sedang dalam
proses di antacanya pengadilan  penkanan, dan hubungan industnial meskipun elab mengamibil
beberapa pelajaran dan pengalaman sebeclumnya, tetap saja mengundang beberapa masalah™’,
Permasalohan utams yang mengakibotkan hal-hal di otas memperlibatkan ketiadaon konscp yvang
cubkup jelas dan DPR dolom menyusun UL bidang peradilan, Bahkan dalam beberapa hal terlihat DPR
kumang memperkattkan hast) kapan dun Mahlomnh Apgung sepertt Cetak Birg Mahkamah Apung BRI
don Kergs-Kenas Kerja lninnya baik berupa Kenas Kerja Pembaruan SDM Pengadilun, Anggaran
Pengadilon, Pendidikan dan Pelatihan Pengadilan maupun Kotmisi Yuodisial. ™

Tidak mengherankan kini, zpabila pengadilan pertanahen yang akan dibentuk. kewenangannya
tidak disadan akan menafikan atay menderogasi eksistens: don fungs) Peradilan Tata Usaha Megara
dolam menyelesaikan sengketa-sengketa pertanahan, Pembentukan pengadilan pertanahan dengan
menderopns: kewenangan Peradibon Admunistras: Megara merupakan langkah mondur dan semangsl
reformasi hukwm, dimana pasca amandemen UUID 1945, pengaturan kekuasaan absolut peradilan
disesumikan dengan asas pemitsahan kekuasaan kehakiman sesuar dengan amapat pasal 25 UUD 1945,
Selain itu, rencana pembentukan pengadilan perianahan, dengan menghapus kewenangan Peratun
dalam penyelesaian senghela pertanahun, perluy memperhatikan “kegagalan eksperimen™ yang secary
empiris terjudi dalam pengaloman pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial™. Salah satu daser
pembentukon  pengadilan hubungan  industnal adalah karepa prosedur penyelesaiim sengkots
perburuhan di peratun dianggap terfaly panjung dan menyita wakin schingge atas dasar tersehut

" Hutogalong, Ane 5, dkk (editor), Hubsn Pertanahan i Belanda din Indonesie, Universitos Indonesia,
Liniversitas Groningen, Universitns Leiden. Pustaks Locasan, Denpazar, 2002, Hal 77,

14 Teuku Mohammag] Ruadhie ( Editor), Conference O Legal Oevelapmi T ASEAN Counivies Fefinumy
TRFE, Violume Twa, Mutiom] Law Development Apgocy and The Asia Feundation Jokarto, P 700 Lihot jugus
wrazan Frof. DHenal Hoeesen Kocsoemalatnadia tentang kedudokan pengasdilan fandsefosm dalom - strukiur
persdilon ot wsahi pegonmn dimona pesbapainyg menvidekan agor “pengachian tatn wsabn negoma™ b,
mempanysi wewerang amum, bukan khosus, (Heh karena i padn sempatnya jika peraditan administrasi i
memutus senghketa TUMN datom bidong-bidang : peramahan, pojak, kepegvwaion, fandeform dan lam-lain badang
yvang ditenmakan oleh Presiden, atas usal Menteri Kehakinun dengan mendengar Menteri yang bersangkutan,
Uniuk sementan pengodilon famdreioem dan mapelis perivmbangan pajak. bagian banding den dewan ofirod,
szbnoai pengadilan adminisiratil vang khosus, dapat dipertabhonkan, akan tetapd pada skhimya seyvopianya kila
mengadakan satu permhibon wtn weabn negora untuk seluroh Indonesia, Koesoemshatmadyn, Djenal Hoesen
Pokok-Pokod Hubwm Tate Dsalie Negara, Jilid 2, Citra Aditva Bhakti, Bandung, 1990 Hlm. 81 -850

3 bt Permasalshan Dan Rekomendas) Pemsbaruan Peradilan Dislam Progrmm Legislasi Miesional oleh Pusa
Stuei Hukum & Eehijakan Indonesia, wwosparlemenoset diakses 12 Juli 20002,

" thid.,

1% | ihat konsideran LU PHI,

el %
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dibentuklah pengadilan hubungan industrial. Namun King ternyata kritik dan keluhan vang dulu
diatamatkan kepada Peratun dalam penyelesaian senghketa perburuhan jugs terulang kembali di
pengadilan hubungan  industrial. Dalam kesimpulan  Adrian  Bredoer™tendensi  pembentukan
pengadilan khusus dalam sistemn peradilan di Indonesia jestru mengakibatkan pemindaban “masalah d
lembaga asal kepads fembagn barg™ ataw sebagaimans ia kemukakan berikut ini:

The xivategy fo extablish speciol cotwrts e order fo fuprove fidiciol pevfarmmree iox

feen ceniral fo Indonesian poficies peviaining o the administrarion af justice. fn

cosnbinafion with affempis fa reinforce dispure settlement ouiside the court system —

S dnstance e regdating and promating mediation, and by extablishing o Himean

Right s Commixvion and an Cmbudsman — this showld witimately fead to a complete

restruchiring of the judiciary,  Ir ix clear thar this srearegy has mor been entively

swceessinl xo far, something afveady evident from the experience with iix first result,

the administrative courts. These have themselves become part of the probdem, having

Been labelled av dyvsiunciional ' fnvarions casey, and provided the reason (o estatiish

e apecialived cowrts, such ay the tax cowrt and e indusiriol refations courts, This

eives juel to the fdea that establishine special couriy 5 pust o way of Iransfervirg

preobiems from one nstifufon fo the oier,

Tmdisi hukum, sistem dan strukiur pengawasan yang pemerintah vang selama imi sudah
terfembaga melalui Peratun untuk menguji keputusan TUN di bidang pertunahan akan mengalami
kemunduran sigmikon dengan berzlibmya senghet pertanshan ke peradilan umum. Ussha pendidikan,
pelatihan dan pengembangan hukum pertanahan yang selama ini tefah dilaksanakan di lingkungan
Peradilan TUM mienjadi tidak ada srinys begi pars pembust BUL Peanabon. Di sisd lain,
kewenangan Pengadilon Pertanahan dalem RUU Pertanphan  berpolensi menimbulkon sengketn
vuridikst antara Peratun dengan Pengadilan Pertanahan. Karena berbagai produk ukum baik langsung
geperti UL, No. 25 Tahun 2000 Tentang Pelayanan Publik atou ULL No, 2 Tahun 2012 Tentang
Penpndasn Tanal ielah mepegaskon kewenangan Peratun untuk menvelesaikan sengketn pertinahon
sebagaimana dimaksud oleh undang-undang terkait,

Tudingan kepads Peratun vang diangeap lebih berpibak kepada para pengusaho - dibandingkan
kepada kaum petani maupun ketompok marginal dalam sengkets pertanahan sebagaimana dinyatakan
chitlam Muskah Akademik RUL Pertapaban merupakan sebuah tindakan resksioner, fidak didukung
duata yung vahd dun pengkajion vang mendalam dun sistematis. Tudingan tersebut sebetulnya sangat
bedhuhava dan menyesatkan mengingat Kiprah Pecatun uniuk membenahn mosslah pertanahon tdakloh
daput dikecilkan grtinva. Dan putusan-putusan Peratun di bidang sengkete pertanahan, para pembust
kebpakan sevopanya menyadan bagamans buruknya admimisinis perfanabun ving Kunng memaidi,
buruknyn pencatatan formal terhadap hak-hak atas wanab dan transaksi pertanahan. Dibalik kondisi
tersebut terdapat persoalan lain yung sesungeuhnya seloma mi kurang mendapat perhatian yaitu moasih
tingginya angka maladministrasi di bidang pertanahan.

[Mari  hasil pengkajion  werhadop  bentuk<bentek mal  admimistrasi ving  tedadi,  dpae
dismmpulkan ada 8 blok sumber persoalan yung saling terkmit satu sama lain yvang menvebabkan
terjaclinya mal administrasi di bidang pertanahan, yaitu;

(1) adanya persturan perundang-undnngan yang twmpang tindih, kompleks, terfragmentasi {tidok
terindegratil} vang dibuat wntek lebih memenuhi kehendak mendabulukan (memisilinas)
kegintan-kegintan investasi sektoral ketimbong memberikan sandaran hukom bagt keadilan di
tengah mosvarakad:

™ Bedner, Adriann. Reheilaing the Jodiclere i fadohesia; ohe Special oty Steategy, In Hill, "Further
Concepraolizatiion and Practical Progeess on Beifding Covervad and Effective Rule of Law Brogranmes and
Sirategtes ', Paper Binder, pp. 157, M,
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(2} keberadaan sistem hukum seperti ini jelas memuodahkan untuk bekeganya suatu orientasi politik
dan ckonomi septhak ketimbang mendahulukan kepentingan orang banyak atau kepentingan
publik secara berkeadilan,

(31 perangkat administrasi untuk melayvam publik vang tidak lengkap vang berakibatova temedinva
multi tafzir terhadap penjabaran tugas, weweneng, dan proses administrasi itu sendiri;

141 sikap “berkussa" dan oparal vang lebih domimm Ketimbang melavant masyorakat {pubhky;

{3) rendabnya imsaiii parn aparai (pejabai pubiik) yang membuai mercka enggan  uniuk
memperbsikl kesalahom maupun menmzkostkan koaliiag pelayanan dengan sendinmyi;

{6)  lemahnya fungsi kontrol dan pengawisan serta sistem pumishment and reviard vang juga Temah;

17} tidak adenya keterbukaan, khususnya kepuds masyarakal (publik); dan

(%} organisas) pelayanan atau penyelenggara administrasi yang ridak efcktif, ermasuk di dalam
proses koordines Kerju internal muupun koordinas kerga antar lembapa

Sejumlah mal admingstrust yang dicirtkan oleh tindakan-tindakan atau keputusan pojabat
publik seperti vang disebut di atas menunpuken & dolam mekanisme pemberian pelavanan publik &
bidang perianahan tidak ads suatu siandar prosedur pemberian pefayanan yang dapat dijadikan
pegangan  bersams, baik oleh pare pelako pemben pelayanan itu sendin maupun oleh poklik
{masyarakat} yang memperoleh pelayanan. Padahal dari “standar prosedur pemberian pelayvanan™ ini
lah kinerja suatu organisasi pemberi pelavanan publik dapot dinilai tingkat keberhasilannyn. Sejumlah
ketentuan dan peraturan yang berisi prosedur-prosedur ndministrasi hak yang ada temyata tidak
mencukupt untek dijadikan pedoman bag para spurat pelaksana pembent pelwvanan administrutil
dnfem melayani masyarakat (publik). Umumnya ketentuan-ketentuan tersebut disusan untuk lebih
mermenili pemberan justifikazi atou dasar hubum dalam berindak dan menjalankan suatu tuges
terientu. Schingga isinyn disusun berdasarkan topik dan subyek tindakan vong memiliki implikosi
hukum, Pada saaf vang sema peraturan-pecaturan fersebul thidak disusun dafam fogika proses kena
vang dapat menjadi pedoman kerja vang terukur, baik dari segi proses moupun hasilnya, "’ Dengan
dermkian, ini menvulitkan dalam proses kontrol kerja dan hasil vang dcapas oleh setap pogisi doliam
instansi terkait. Apalagi untuk pengembangan kontral publik terhadap kinerja pelayanan sdministrasi
di hidang pertanohan'® Terhadap praktek maladministrasi di bidang pertanshan, selain mengpunakan
sarana yang internal di BPN maupun instrumen hukum lain vang terkait, sebetulmya warga masyarakat

U7 Dialam Pasal 107 Permen Agrariz 91999 dischuikan babwa “Cacal hukum admindstratT™ sebngainans
dhimrmaksud dolam pasal 106 (1) wdatab © o, Sesafabon prascaer: b)) keselafar prograpan peraiiran perindang-
seamgan,; of esalfalan subiek bok; ) Besalobon obfed bal) o) besofaban fenls ok f} esafohan perfiiungan
funs; gl terdopet fnpang fedih ek atas foeek; &) data yerrdis ol date data iRk fdak erarsatene §
kesalaban lnimg vaug bersffar adamirietendy?. Dalam bentuknya mobadmaisiras) pada pelayvoanan publik di
bidang perfomabon terknit dengan-sgjumlah bndokan aparst yang melongger befentuon (bukum dun perafuran
vang berlaku) (sekitar $6.2%), sewenang-wenang {1E3%), menyalahgunnkan kekuasann (10, 1%), melakukan
keterdambaten yang ddok perla (76% ), adanyn Kepatosan vang gangel (6,7%), wdamya keputisan dan tndakan
yung menyimpang {3.9%), serts adanva keputosan don tindaken yange melinognr kepatuan (5,9%). Dari
korvataan ini dapal disimpulkan bahowa sissem adminisirasi pefoyanan publik di bidang pertanahian teloh rosak,
Indfikasinya adulah lebih dirt 45% mal adminisiras: pelayonom fenadi karenn pora pegobat (apard) melnkukon
tindakar-tirdakan atab memwbuat keputusas-keputusan yang melongoar ketentuan atau oeclanggar hukam dan
wturan wang odabedoko. D) sisi foin, ketika mol adminesmasy lebibh bonyak diokibodkan oleh tindokon atao
keputisan  para pejabat publik {(aparac) yang  melanggar  ketentunn,  tindakan  sewenang-wenang  dan
penyakahzunman kekunsaan, dengan semdivinya mal adminiztrasi fu teloh menjadi suaie sistem tersendim yami
bekerja untuk kepentingun para aparotnyn sendin atau pun kepentingan sckefornpek orang wenento vang
difasibtnsinyn ketimbang  membenkon  peliyanan  kepada publik (masyamkat Jues) secorn merdn o dan
berkeadilan. Do sgjumlah mil adminisors vang telah tegjadi juga terungkap 23,3% dan kasus-kasus termebut
berthubungan dengan pelayanan informaesl di bideng pertanshn, Sebagion besar (47, 1%) masaleh berkaitan
dengan ketidaktahuan masyarakat vang kermudian diperparah oleh lembaga vang berwenang dengan memberikan
informasi vang memadoi

1 hidp Vagrarianresourccscenter blogspotcom Diakscs 16 A gusiug 2003,



durnael Hiskum dan Fernditan. Volume 3, Somor 3 Nopember 20004 1 253-263

dapat menggunakan sarana UL No. 25 Tahun 2009 Tentong Pelayanan Publik. Dalam Kerangka it
gugatan terhadap maladministras: di bidang pertanchan dopat digugat ke Peratun.

Foermwanan malsdministrass di bidang pelovanas publik pertanahan dipengarohi juza oleh
sistem perdaftoran perfanahan vang tdak mencermunkan jaminan yang scutuhnya derl negara terhadap
perlindungan hak aspsi manusia warga negara dalam soal hak-hak kebendaan/kepemilikan di bidang
pertamhin. Sistem publikisi yang digunakan UUPA dan PP Ko, 24 Tuhun 1997 tentang Pendafarin
Tanah adalah sistem negatif yang mengandung unsur posiiif, Secaras teontis, cin pokok dan sistem
neeilil im bahwa pejabat pertanabon bersifi pasil. Dalam penealumin, monikala moneul sencketa,
sifar posil tersebot seolah menjadi justifikasi bagi pejabat peranahan untuk melepaskan pertangging-
jawaban hukum den admintstrusi terhadap kebenaren dma fisik atan yorides yang teruang dalam
serifikar tamah. Mercka berdalih bahwa mercka tidak wagib menelusuri kebenaran data amu
ketersnean vang diajukan pemohon pendafturan tunah, merekn hanva mencatat sebatus apu vang
disampaikan oleh pemohon.

Justifikast vamg sebenamyva menyesatkon tersebut juga didokung oleh sejumlah dokinn yang
menyatakan bahwa dalum sistem pendaliaran tanah di Indonesia hanya memberikan sifai "kuat”,
bukan mutlak, terhadop sertipkat sebagm alaf bukt, sehingge hukum tanah nasional tidak
dapai secara maksimal melindungi pemegang sertipikat. Berkaitan dengan kekuatan pembuktian
yang "kuat" sertipikat hak otas tanah ini dikatakan oleh Maria SW Sumanrdjono'", kuat artinys “harus
dfargeay vang benar sepanfamg Hdak dapad ditwekikan sebolibnva B pengodiTon dergan afal ki
vang fain . Demikun jugs yvang dikstakan oleh Boedt Harsono: “Sabwa surai-serar tanda bukti
ik ftu berlaku sebagal ofat pembukfion vang Rt berart, halowo Reterangan-Reterangan vang
fevoaritienn didalarnmd folel hakim) sebagail betvvangan vang bevar, sefanma dan sepamang Wdak ada
alal pembuitiogn veang fain yang membuitikan sebalitnmra. Dalam hal vang demilian maka
pengadifaniah vang akan menmiuskon olat pembndtion varg benar ™. Sistem pendafiamn negatnf vang
diatur dalam PP. 24 Tahun 1997, menurut Mohamad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis™' discbut
seboeny kegatan formalisasy, bukan legohisasi. Korena keguiton pendalioran tanah vang dilaksanakan
oleh instanst BPM belum pada posisi pemberian jaminan kebenaran materil dari pemilikan tanah
seseorang, tetapd hanya sampan pada pembenaran atau pengukuhan dart bukti formal yvang disampaikan
oleh pihak yang mengajukan permohonan hak atas bukti-bukti tertulis yang diterbitkan oleh pejabat
yang dibert kewenangin antuk fty vang diajukan oleh pemohon sebagai bukil adunya penguasaan alau
alas hak atou hubungan hukum antura orang vang bersanghutan dengan tanohnys,

Peran pasil pojabat pertanahon gustru memambukan  kerouwonan permasatabon & bdang
perianahen, sehagnimana terbuktl secara legal-empins. Padehal proses pendafiaran tanph melewats
proses. panjang vang bechiki, mmmun monakala secimkal elab diterbrikan, dimann arlinyd negams
memberikan pengakuan fege! formal akan tetapi negora dapat menganuliv produk sertipikal vang
diterbitkannya tanpn kompensas: yang lovak dan pertanggung-jawaban hukum yong memadog, Di
sejumbah negara, pejabat pertanahan atan notaris vang melakukan kekeliruan atau pelanggaran hukum
dalom proses pembuoatan akta atau tanda hak ats tnah, termasuk sertipiknt dapan dikenakan sanksi,
bohkan sampai pencabutan hisensi (bagi notans). Dengen dalih suatu serbipikat tidak memilik nilai
kepastian hukum yvang absolut maka proses penerbitan sertipikat menjadi remtan disusupi - oleh
tindakan-tindakan mueladministrasi, Masyarakal vang dengan itikad bailk menempuh  proses
pendaftaran tdak terlindungi hak-hak konstitusionaliya terkait jaminan kepastim hukum, kompemnsas:
kepada pihak yang diragikan tidak sehanding dengan nilwmys dan kerumitun prosedur hukumnya,

™ Harsono, Boodi. Hukum Agracia Indonesin, Seferak Pencbeaiukan Undang-Undang Pokok Agearia, S don
Petaksamrmmva, Loe, Cit, Hal, 475,

' Sumarjonn, Maoria, S,W ., Puspio Seramghion Aneka masalal Fakus Agvards, Loc i, 25

M Lubis, Mohammad Yamin Lubis don Abdul Bahim Lubas, Nekew Pendafioran Taneh, Mandor Maju,
Bandung, 2000 Hal. 208

2k



Rekomseptualisasi Pengadilan Pertanahan, Enrico Simmnjuntuk

Dalam perkembangannyn yong ekstrim, suatu sevtipikat tonah dapat menjadi sebuah sarani
akrobatik hukum, seakan-pkan pugatan dan pembatalan sertipikat oleh pengadilan disnggap schagai
bagion vang lumah untk meongap hakikat kebennran materid] dan sertipikat yvaog dikeluarkan oleh
nepary, Tidak jelas dimana pertangeung-jiewaban negarn terhadap suate sertipikal vang terpaksa hirus
dibatalkan karcna proses penerbitannya yang disertai penyimpangan stau mafadministrasi. Padabal,
terdopit babiasa veng berbeda antom nepura dengan warga negars dalam memandange kedudukan soatu
sertiptkat. Negarn memandang relabii kebenaran data fisik dan yundis dalam suatu sertipikst
sedanekan warpa nesara memindung absolul kebenaran sertipekal sebapm bukb vang sab dian Gimih
wing dimilikinya,  Tronisnya, Naskah Akademik RUL Pertanahan nvaris tidak menyentuh problem
mulsdministrasi bidsng  pertanchan  mi, justru yang disorol hanya fungst pengadilen. dalam
menyelesatkan pertanahan'*.

i¥. Penutup

Pada akbirnya, hukusm bukenlah sekodar norma-norms. etapt juga menyangkul kelembagian
{imstitusi). Hukwm di Indonesia ada yang diproduksi oleh otoritas negara, adat dan agama dan masing-
masing sistem hukem tersebul membentuk Ketentuan serta prinsip vang berbeda perthal penguasaan
tanah dan kekayaan alam oleh makvar, Di samping itu, imteraksi ragam sistem norma (hukum) di atas
memunculkan puls apa yong dapat kita nomokan sebagai hukum-hukum persilangan atas tanah dan
kekayaan alam. Bentuk hukum negara yang mengobstraksikan norma-norma hukum adat dan agama
ndufub suntu contob darinya. Oleh karena ite, ide pembentukan peradilon perfansan seyogianys
memperhatikan  kritik  pembangunan hukum selama ini vang terfalu berorientasi kepada redes
dpprodgoh dan ggenciey dpproech, Pembangunan bukum bertumpu kepada jwley opproack dan
agencies approach semun hasilnya masih menunjukan bahwa negara hukum masih lemah fthe weak
rude of Tawi karena befum mampu mendatangkan keadilan, Banyaknya peraturan dan lembags negara
tidek menyelesaikan masalah, i sisi lain, pemaksaan pembentukan pengadilan pertanahan tanpa
dukuty dengan sinkromsasi kewenangan antar peradilon akan mengakibokan inkonsisiens sistem
bkum,
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